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ABSTRAK

STAGNASI PEMBENTUKAN INSTITUSI KERJA SAMA TURKI-IRAK
DALAM PENGELOLAAN SUNGAI TIGRIS

Oleh

DINI ALFITRIYANI

Sungai Tigris merupakan sumber daya air lintas batas yang memiliki peran
strategis bagi Turki dan Irak. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya
diplomasi dan kerja sama teknis, kedua negara hingga saat ini belum berhasil
membentuk institusi kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris seperti
Mekong River Commission (MRC). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
dinamika hubungan Turki—Irak dalam pengelolaan Sungai Tigris serta
mengidentifikasi faktor yang menghambat pembentukan institusi kerja sama
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan
data berupa studi dokumen yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan organisasi
internasional, dokumen pemerintah, dan berbagai sumber sekunder lainnya.

Penelitian ini menggunakan teori relative gains serta konsep hydro-
hegemony untuk menganalisis pengaruh ketimpangan kekuasaan antara negara hulu
dan hilir dalam pengelolaan sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
belum terbentuknya institusi kerja sama formal antara Turki dan Irak dipengaruhi
oleh perbedaan kepentingan nasional, terutama kepentingan Turki dalam
mempertahankan kontrol terhadap Sungai Tigris untuk mendukung sektor energi,
pertanian, dan posisi geopolitik negara. Posisi Turki sebagai negara hulu
memberikan keuntungan strategis yang membuat kerja sama yang bersifat mengikat
dianggap kurang menguntungkan dibandingkan mempertahankan pengelolaan
unilateral. Dengan demikian, kegagalan pembentukan institusi kerja sama bukan
disebabkan oleh ketiadaan komunikasi antarnegara, melainkan oleh perbedaan
kalkulasi kepentingan dan ketimpangan kekuasaan dalam pengelolaan Sungai
Tigris.

Kata Kunci: Sungai Tigris, Turki-Irak, institusi kerja sama, relative gains, hydro-
hegemony.



ABSTRACT

STALL IN THE ESTABLISHMENT OF A TURKISH-IRAQI
COOPERATIVE INSTITUTION FOR THE MANAGEMENT OF THE
TIGRIS RIVER

By

DINI ALFITRIYANI

The Tigris River is a transboundary water resource that plays a strategic role
for Turkey and Iraq. However, despite various diplomatic efforts and technical
cooperation, the two countries have not yet succeeded in establishing a formal
cooperative institution for the management of the Tigris River, such as the Mekong
River Commission (MRC). This study aims to analyze the dynamics of Turkey—
Irag relations regarding the management of the Tigris River and to identify the
factors hindering the formation of such a cooperative institution. This study
employs a qualitative method with data collection techniques consisting of a
document review sourced from scientific journals, reports from international
organizations, government documents, and various other secondary sources.

This study employs the theory of relative gains and hydro-hegemony to
analyze the impact of power imbalances between upstream and downstream
countries in water resource management. The results indicate that the failure to
establish a formal cooperative institution between Turkey and Iraq is influenced by
divergent national interests, particularly Turkey’s interest in maintaining control
over the Tigris River to support its energy sector, agriculture, and geopolitical
position. Turkey’s position as an upstream country provides strategic advantages
that make binding cooperation seem less advantageous than maintaining unilateral
management. Thus, the failure to establish cooperative institutions is not caused by
a lack of communication between the two countries, but rather by differing
calculations of interests and power imbalances in the management of the Tigris
River.

Keywords: The Tigris River, Turkey—Irag, cooperative institutions, relative gains,
hydro-hegemony.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Sungai Tigris dan Eufrat adalah sungai lintas batas di Timur Tengah yang
mengalir melintasi beberapa negara di sepanjang tepiannya, terutama Turki, dan
Irak. (Lloyd et al., 2026). Kedua sungai tersebut bermuara di wilayah pegunungan
di bagian timur Turki, kemudian mengalir melalui Suriah dan Irak sebelum
bermuara di Teluk Persia. Posisi Turki sebagai negara hulu memberinya kendali
yang lebih besar atas aliran air dibandingkan dengan negara-negara hilir. Data dari
Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan bahwa Turki
menyumbang sekitar 51% dari aliran Sungai Tigris, sementara Irak menyumbang
sekitar 39% dan Iran sekitar 10%. Ketidakseimbangan geografis dan hidrologis ini
semakin diperparah oleh pengembangan infrastruktur air secara sepihak oleh Turki
melalui proyek-proyek berskala besar seperti Proyek Anatolia Tenggara (GAP),
yang melibatkan pembangunan puluhan bendungan dan proyek irigasi untuk
memenuhi kebutuhan energi dan pertanian domestik. Situasi ini telah menimbulkan
kekhawatiran di kalangan negara-negara hilir karena berpotensi mengurangi
ketersediaan air mereka dan memicu ketegangan dalam hubungan antarnegara.
Meskipun telah ada beberapa upaya kerja sama, seperti pembentukan komite teknis
bersama pada tahun 1983 antara Turki dan Irak untuk membahas pengelolaan air di
daerah aliran sungai, mekanisme ini belum berkembang menjadi lembaga
permanen dan belum menghasilkan kemajuan yang signifikan (Fao, 2009)

Pengelolaan sumber daya air di Daerah Aliran Sungai Tigris-Eufrat
menunjukkan tingkat saling ketergantungan yang tinggi di antara negara-negara di
sepanjang sungai tersebut, terutama Turki dan Irak, karena air dari sistem sungai
ini mengalir melintasi perbatasan nasional dan mendukung berbagai kegiatan
ekonomi seperti pertanian irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Sebuah laporan

dari Stockholm International Water Institute (SIWI) menunjukkan bahwa sistem



sungai ini memiliki potensi signifikan untuk memberikan manfaat ekonomi jika
dikelola secara terkoordinasi di tingkat regional, misalnya melalui peningkatan
efisiensi penggunaan air di sektor pertanian dan alokasi air yang lebih terintegrasi
di seluruh sub-daerah aliran sungai. Namun, terlepas dari potensi manfaat bersama
dari kerja sama lintas batas, pengelolaan air di wilayah ini tetap terfragmentasi dan
didominasi oleh kebijakan nasional masing-masing negara. Negara-negara di
sepanjang sungai merupakan bagian dari sistem hidrologi yang saling terhubung, di
mana kebijakan pengelolaan air di satu negara berdampak langsung pada kebijakan
di negara-negara hilir. Situasi ini menyoroti kebutuhan akan mekanisme koordinasi
regional yang lebih kuat untuk pengelolaan sungai lintas batas, hingga saat ini kerja
sama yang ada masih terbatas pada forum teknis, pertukaran data, atau proyek
bersama sementara, dan belum berkembang menjadi lembaga formal permanen
(Jagerskog, 2012).

Pemilihan Sungai Tigris sebagai fokus penelitian juga didasarkan pada
karakteristiknya sebagai sungai lintas batas yang memiliki tingkat saling
ketergantungan yang tinggi antarnegara, tetapi belum didukung oleh institusi kerja
sama formal. Berbeda dengan beberapa sungai internasional lain yang telah
memiliki mekanisme kelembagaan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya air,
pengelolaan Sungai Tigris masih didominasi oleh kebijakan nasional masing-
masing negara. Kondisi ini menjadikan Sungai Tigris sebagai kasus yang menarik
untuk mengkaji bagaimana perbedaan kepentingan nasional, ketimpangan posisi
antara negara hulu dan hilir, serta dinamika politik kawasan dapat memengaruhi
keberhasilan atau kegagalan pembentukan institusi kerja sama. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya membahas isu sumber daya air, tetapi juga menjelaskan

bagaimana hubungan politik antarnegara membentuk tata kelola sungai lintas batas.

Pengelolaan sungai lintas batas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor
teknis yang berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi air, tetapi juga sangat
ditentukan oleh faktor-faktor politik, kepentingan nasional, dan dinamika hubungan
antarnegara. Setiap negara dalam suatu sistem sungai memiliki kepentingan yang

berbeda dalam memanfaatkan sumber daya air seperti untuk irigasi, energi, atau



pembangunan ekonomi sehingga kebijakan yang diterapkan cenderung berorientasi
pada kepentingan domestik masing-masing. Situasi ini sering kali membuat negara-
negara menerapkan kebijakan pengelolaan air secara sepihak tanpa koordinasi yang
kuat dengan negara lain. Ketidakseimbangan kekuatan di antara negara-negara
yang terlibat terutama antara negara hulu dan hilir semakin membentuk pola
interaksi dalam pengelolaan sungai lintas batas. Negara-negara yang berada dalam
posisi lebih dominan cenderung memiliki kendali yang lebih besar atas sumber daya
air, sehingga mereka memiliki sedikit insentif untuk membangun kerja sama formal
(Montazeri et al., 2023). Negara-negara yang lebih bergantung menghadapi
keterbatasan dalam mendorong pembentukan lembaga kerja sama. Ketiadaan
lembaga kerja sama dalam pengelolaan sungai lintas batas dapat dipahami sebagai
hasil dari interaksi antara kepentingan nasional, kebijakan politik, dan hubungan

kekuasaan yang tidak seimbang di antara negara-negara.

Pembentukan lembaga intitusi kerja sama formal sering dipandang sebagai
sarana untuk mengelola ketergantungan bersama terhadap sumber daya air lintas
batas melalui koordinasi kebijakan, pertukaran data hidrologi, dan penyediaan
forum negosiasi antar negara. Contoh yang sering dikutip adalah pengelolaan
Sungai Mekong melalui pembentukan Mekong River Commision (MRC) pada
tahun 1995, yang berfungsi sebagai mekanisme koordinasi bagi negara-negara yang
berbatasan dengan sungai tersebut untuk secara kolektif mengatur penggunaan
sumber daya air (Wolfetal., 1999). Situasi yang berbeda dapat diamati dalam
pengelolaan Sungai Tigris, yang melibatkan Turki sebagai negara hulu dan Irak
serta Suriah sebagai negara hilir. Ketiga negara ini sangat bergantung pada aliran

sungai tersebut, hingga saat ini belum ada badan kerja sama regional formal.

Kegagalan kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris antara Turki
dan Irak harus dipahami sebagai hasil dari dinamika politik yang mencerminkan
ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan hulu-hilir, bukan sekadar
kegagalan kerja sama. Turki, sebagai negara hulu, memegang posisi strategis dalam
mengendalikan aliran air melalui pembangunan bendungan dan kebijakan

pengelolaan air nasional, yang memberinya kapasitas untuk menentukan distribusi



air lintas batas sesuai dengan kepentingan domestiknya. Situasi ini menciptakan
hubungan ketergantungan bagi Irak sebagai negara hilir, yang sangat bergantung
pada stabilitas aliran air dari wilayah Turki untuk kebutuhan pertanian dan
domestik, sehingga membatasi daya tawarnya dalam mengadvokasi pembentukan

lembaga-lembaga kerja sama (D. A. Kibaroglu, 2020).

Dalam pengelolaan sungai lintas batas, keberadaan forum atau lembaga intitusi
kerja sama sangatlah penting karena sungai yang mengalir melintasi lebih dari satu
negara menciptakan hubungan yang sangat saling bergantung, yang berarti bahwa
kebijakan suatu negara dapat secara langsung memengaruhi negara lain. Tanpa
mekanisme koordinasi, tindakan sepihak seperti pembangunan bendungan atau
pengalihan aliran air berpotensi memicu konflik, terutama antara negara hulu dan
hilir (Wolf et al., 2002). Institusi kerja sama diperlukan sebagai wadah untuk
mengatur distribusi air, menyepakati aturan bersama, dan mengurangi
ketidakpastian dalam hubungan antar negara. Tata kelola sungai internasional
menunjukkan bahwa keberadaan lembaga formal dapat membantu mengurangi
risiko konflik dan meningkatkan stabilitas hubungan antar negara melalui

mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih terstruktur.

Kegagalan pembentukkan intitusi kerja sama dalam pengelolaan Sungai Tigris
juga sangat terkait dengan perbedaan kepentingan nasional Turki dan Irak terkait
pemanfaatan sumber daya air. Bagi Turki, air dipandang tidak hanya sebagai
kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan politik
nasional, terutama melalui proyek-proyek pembangunan yang bertujuan
meningkatkan produksi energi dan hasil pertanian di wilayah Anatolia Tenggara.
Sebaliknya, Irak memandang air lebih sebagai kebutuhan vital untuk menopang
sektor pertaniannya dan stabilitas sosial dalam negeri, yang mengakibatkan tingkat
ketergantungan yang tinggi terhadap aliran air dari wilayah hulu. Perbedaan
prioritas ini menyulitkan tercapainya kesepakatan mengenai pengelolaan bersama,
karena masing-masing negara memiliki prioritas yang berbeda terkait pemanfaatan
sumber daya ini (Albert et al., 1998). Rendahnya tingkat kepercayaan antara kedua
negara juga merupakan faktor utama yang menyebabkan kurangnya lembaga yang



mengatur Sungai Tigris. Hubungan politik antara Turki dan Irak dalam beberapa
dekade terakhir ditandai oleh ketegangan keamanan, konflik regional, dan
perbedaan kepentingan strategis, yang semuanya telah mempersulit upaya kerja
sama terkait sumber daya air. Dalam konteks ini, lembaga kerja sama memerlukan
tingkat kepercayaan yang tinggi agar dapat berfungsi secara efektif, sementara
hubungan politik yang tidak stabil justru mendorong negara-negara untuk lebih

mengandalkan kebijakan unilateral daripada komitmen kolektif.

Kerja sama internasional tidak selalu dipandang sebagai pilihan yang
menguntungkan bagi semua negara, karena pertimbangan utamanya bukanlah
sekadar manfaat absolut, melainkan bagaimana manfaat tersebut didistribusikan
secara relatif di antara negara-negara. Dalam konteks pengelolaan Sungai Tigris,
tidak adanya lembaga kerja sama formal tidak selalu merupakan kondisi yang
merugikan; sebaliknya, hal ini dapat berfungsi sebagai strategi yang justru
menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang berada dalam posisi
dominan (Elman & Jensen, 2014). Sebagai negara hulu, Turki memiliki kendali
langsung atas aliran air melalui kapasitas infrastruktur dan kebijakan domestiknya;
dengan demikian, tanpa adanya lembaga kerja sama, negara tersebut masih dapat
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan kepentingan
nasionalnya tanpa terikat oleh aturan distribusi yang membatasi. Sebaliknya,
pembentukan lembaga kerja sama berpotensi mengharuskan distribusi sumber daya
yang lebih seimbang, yang, dari teori Relative Gains dapat dianggap merugikan
bagi negara dominan karena mengurangi keunggulan strategis yang dimilikinya.
Oleh karena itu, dalam situasi di mana kerja sama mengakibatkan distribusi manfaat
yang tidak seimbang atau berpotensi meningkatkan posisi relatif pihak lain, suatu
negara cenderung memilih untuk tidak bekerja sama. Dengan demikian, ketgagalan
kerja sama dalam pengelolaan Sungai Tigris dapat dipahami sebagai pilihan
rasional yang lebih menguntungkan bagi Turki sebagai negara hulu, yang tidak

diatur secara institusional.

Pengelolaan sungai lintas batas umumnya memerlukan pembentukan lembaga

kerja sama formal untuk mengatur alokasi sumber daya, mendukung koordinasi,



dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antarnegara, sebagaimana dibahas
dalam berbagai studi tentang pengelolaan sumber daya air lintas batas yang
menyoroti pentingnya lembaga-lembaga tersebut dalam mendorong stabilitas dan
kerja sama yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan Sungai Tigris, yang melibatkan
Turki, Irak, dan Suriah, saat ini tidak ada lembaga kerja sama formal yang dibentuk
untuk mengatur penggunaan dan distribusi air secara bersama-sama, yang
mengakibatkan hubungan di antara negara-negara ini sering kali bersifat unilateral
dan didorong oleh kepentingan nasional masing- masing (A. Kibaroglu &
Scheumann, 2013). Situasi ini mencerminkan kesenjangan antara tuntutan akan
kerja sama kelembagaan dan realitas interaksi politik antarnegara yang belum
mampu mendorong pembentukan badan bersama, di mana faktor-faktor seperti
konflik kepentingan, kurangnya kepercayaan, dan kekhawatiran mengenai
pembagian manfaat tetap menjadi hambatan utama dalam membangun kerja sama

formal, meskipun kebutuhan akan hal tersebut semakin mendesak.

Sungai Mekong dapat dikatakan memiliki dampak global yang lebih luas
daripada Sungai Tigris, terutama karena kaitannya dengan ketahanan pangan dan
lingkungan. Sungai Mekong mengalir melalui beberapa negara di Asia Tenggara
dan menopang mata pencaharian sekitar 70 juta orang yang bergantung padanya
untuk pertanian, perikanan, dan transportasi. Selain itu, Delta Mekong di Vietham
merupakan salah satu kawasan penghasil beras terbesar di dunia, artinya gangguan
pada aliran sungai atau ekosistemnya dapat berdampak pada pasar pangan global.
Sungai Mekong juga dikenal sebagai salah satu sungai air tawar dengan
keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dalam hal kerja sama internasional,
pengelolaan sungai ini juga terkenal berkat Komisi Sungai Mekong, yang sering
disebut sebagai contoh bagaimana negara-negara dapat berkolaborasi dalam
mengelola sungai lintas batas. Sungai Mekong dapat dikatakan memiliki dampak
global yang lebih luas daripada Sungai Tigris, terutama karena kaitannya dengan
ketahanan pangan dan lingkungan. Sungai Mekong mengalir melalui beberapa
negara di Asia Tenggara dan menopang mata pencaharian sekitar 70 juta orang yang
bergantung padanya untuk pertanian, perikanan, dan transportasi. Selain itu, Delta

Mekong di Vietnam merupakan salah satu kawasan penghasil beras terbesar di



dunia, artinya gangguan pada aliran sungai atau ekosistemnya dapat berdampak
pada pasar pangan global. Dalam hal kerja sama internasional, pengelolaan sungai
ini juga cukup terkenal berkat Komisi Sungai Mekong, yang sering disebut sebagai
contoh bagaimana negara-negara dapat berkolaborasi dalam mengelola sungai
lintas negara(Dore & Lebel, 2010).

Pengelolaan Sungai Mekong sering kali menjadi contoh konkret kerja sama
kelembagaan di antara negara-negara yang berada di sepanjang sungai tersebut.
Dengan didirikannya MRC pada tahun 1995, Thailand, Laos, Kamboja, dan
Vietnam menyepakati kerangka kerja sama formal yang mencakup pengelolaan air,
pembangunan bendungan, dan pertukaran data hidrologi. Meskipun menghadapi
berbagai tantangan politik dan ekonomi, MRC terus berfungsi sebagai forum
permanen yang menyediakan mekanisme konsultasi dan prosedur pemberitahuan
untuk proyek-proyek lintas batas. Sungai Mekong menunjukkan bahwa
keberhasilan pembentukan MRC tidak dapat dipisahkan dari kesadaran kolektif
akan pentingnya stabilitas regional dan kebutuhan akan koordinasi jangka panjang
di tengah pembangunan infrastruktur air yang masif. MRC menyediakan ruang
untuk dialog rutin dan prosedur formal yang dapat meredakan potensi ketegangan
antar negara, meskipun hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan perbedaan

kepentingan yang ada (Dore & Lebel, 2010).

Sungai Nil melalui Nile Basin Intiative (NBI), yang didirikan pada tahun 1999
sebagai forum kerja sama antar negara di kawasan tersebut. NBI berfungsi sebagai
wadah untuk mendorong dialog, meningkatkan transparansi, dan mempromosikan
kerja sama teknis dalam pengelolaan air. Meskipun belum menjadi lembaga yang
sepenuhnya mengikat, keberadaan NBI menunjukkan upaya kolektif negara-negara
di sepanjang sungai tersebut untuk mengelola sumber daya air secara bersama-sama
dan menghindari konflik terbuka (Wolf et al., 2002). Adanya forum kerja sama
untuk pengelolaan sungai lintas batas memberikan manfaat yang signifikan,
terutama bagi negara-negara yang berisiko mengalami konflik. Salah satu manfaat
utamanya adalah terciptanya platform komunikasi dan dialog yang memungkinkan

negara-negara untuk bertukar informasi dan membangun kepercayaan. Dalam



kasus NBI, forum ini berperan dalam meningkatkan transparansi dan memperkuat
koordinasi di antara negara- negara di sepanjang sungai, sehingga mengurangi
kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik. Melalui mekanisme ini, negara-
negara dapat secara terbuka mendiskusikan kepentingan masing-masing dan

mencari solusi bersama untuk pengelolaan sumber daya air NBI.

Kerja sama yang lebih terinstitusionalisasi dapat ditemukan di sepanjang
Sungai Danube melalui International Commission for the Protection of the Danube
River (ICPDR), yang didirikan berdasarkan Konvensi Danube tahun 1994. Forum-
forum kerja sama juga memberikan manfaat berupa pengelolaan sumber daya yang
lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Hal ini terlihat jelas dalam kerja sama di
Sungai Danube melalui ICPDR, yang memungkinkan negara- negara anggota untuk
menyusun kebijakan bersama mengenai kualitas udara, pengendalian polusi, dan
perlindungan ekosistem. Melalui lembaga ini, pengelolaan sungai tidak dilakukan
secara sepihak, melainkan melalui pendekatan kolektif yang mempertimbangkan
kepentingan semua negara yang terlibat dalam ICPDR. Konvensi ini memberikan
kerangka hukum yang jelas bagi negara-negara Eropa untuk bekerja sama dalam
pengelolaan kualitas air, perlindungan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya
air yang berkelanjutan. Keberadaan ICPDR menunjukkan bahwa kerja sama lintas
batas dapat efektif jika didukung oleh komitmen bersama dan aturan yang mengikat
(Bachmann & Csagoly, 2006).

Kerja sama terkait Sungai Indus difasilitasi melalui Indus Water Commision,
yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Perairan Indus tahun 1960 antara India dan
Pakistan. Perjanjian ini secara jelas mengatur alokasi dan pemanfaatan air antara
kedua negara serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif
stabil, bahkan di tengah hubungan politik yang seringkali tegang. Hal ini
menunjukkan bahwa kerja sama formal tetap dapat terwujud meskipun terdapat
konflik politik yang intens. Perjanjian ini merupakan salah satu contoh paling abadi
dari kerja sama pengelolaan sungai lintas batas, yang tetap berlaku meskipun terjadi
konflik politik dan bahkan perang antara kedua negara. Mekanisme ini secara jelas

mengatur distribusi air antara kedua negara dan menyediakan sistem penyelesaian



sengketa yang terstruktur (Rossi, 2019). Manfaat lainnya adalah adanya mekanisme
penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur, yang sangat penting bagi negara-
negara yang memiliki hubungan politik yang tegang. Dalam kasus Komisi Perairan
Indus, yang dibentuk melalui Perjanjian Perairan Indus, forum ini menyediakan
prosedur yang jelas untuk menangani sengketa pembagian air antara India dan
Pakistan. Sering terjadi konflik antara kedua negara, mekanisme ini tetap berfungsi
sebagai saluran komunikasi resmi yang mampu mencegah eskalasi. Hal ini
menunjukkan bahwa keberadaan lembaga-lembaga kerja sama dapat berperan

sebagai faktor penstabil dalam hubungan bilateral yang rentan konflik.

Kerja sama tidak selalu menjadi kebutuhan mendesak, terutama ketika terdapat
ketimpangan kekuatan yang signifikan di antara negara-negara yang terlibat. Dalam
kasus Sungai Tigris, dominasi Turki sebagai negara hulu yang mengendalikan
sumber daya air melalui pembangunan infrastruktur dan kebijakan nasional
memungkinkan negara tersebut mengelola sumber daya air secara sepihak tanpa
bergantung pada mekanisme kelembagaan bersama. Dalam kondisi seperti itu, kerja
sama justru dapat dipandang merugikan bagi negara yang dominan, karena berisiko
membatasi fleksibilitas kebijakan dan mengurangi keunggulan strategisnya. Irak
bergantung sebagai negara hilir, situasi ini tidak cukup untuk memaksa
pembentukan lembaga kerja sama formal karena kurangnya keseimbangan
kekuatan dan insentif yang memadai bagi pihak dominan untuk berkomitmen pada
kerja sama jangka panjang (Zeitoun & Warner, 2006). Tidak adanya lembaga kerja
sama dalam pengelolaan Sungai Tigris tidak selalu menunjukkan adanya urgensi
yang tinggi untuk membangun kerja sama formal, sebaliknya, hal ini mungkin
mencerminkan situasi di mana pengelolaan sepihak oleh negara yang dominan
masih dianggap lebih menguntungkan dari perspektif politik dan distribusi

kekuasaan.

Wilayah hilir menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Turki, melalui
proyek bendungan berskala besar seperti Bendungan llisu dalam rangka Program
GAP, semakin memperkuat kendalinya atas aliran air di hilir. Sejumlah studi

menunjukkan bahwa posisi geografis Turki memberikan pengaruh politik yang
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signifikan dalam negosiasi air dengan Irak dan Suriah. Beberapa perjanjian bilateral
telah ditandatangani di masa lalu, belum ada lembaga regional formal yang setara
dengan MRC yang dibentuk. Interaksi antar negara di daerah aliran sungai terutama
terjadi melalui negosiasi situasional dan protokol sementara, bukan melalui
lembaga permanen yang mengikat secara hukum (A. Kibaroglu & Scheumann,
2013). Tidak adanya lembaga formal di sepanjang Sungai Tigris mencerminkan
ketidakseimbangan antara negara-negara di hulu dan hilir. Negara-negara yang
menguasai wilayah dan infrastruktur cenderung memiliki daya tawar yang lebih
besar, sehingga mereka tidak selalu termotivasi untuk menetapkan aturan yang
mungkin membatasi kebijakan nasional mereka sendiri. Selain itu, ketegangan
politik di kawasan tersebut serta dinamika konflik di Timur Tengah juga
mempersulit proses pembentukan kerja sama. Hubungan bilateral yang tidak
konsisten, serta pergantian rezim dan konflik internal di Irak dan Suriah, menjadi
hambatan dalam menciptakan mekanisme multilateral yang permanen (A.
Kibaroglu, 2019)

Turki yang berada di hulu sungai memperoleh keuntungan dengan
mendapatkan lebih banyak air dibandingkan Suriah dan Irak. Turki meluncurkan
proyek GAP atau Proyek Anatolia Tenggara, yang merupakan proyek hidrologi
dengan 22 bendungan dan 19 pembangkit listrik tenaga air di sepanjang Sungai
Tigris dan Efrat. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan ekonomi dan
keadaan sosial, terutama bagi masyarakat di Anatolia Tenggara yang dianggap
memiliki ketertinggalan dalam pembangunan dibandingkan dengan wilayah lain di
Turki. Diharapkan proyek GAP dapat memenuhi kebutuhan irigasi untuk sektor
pertanian dan menyediakan alternatif energi untuk mendukung industrialisasi di
Turki. Dengan adanya proyek GAP, diperkirakan 80% dari aliran Sungai Efrat akan
berada di bawah kontrol Turki, dan setelah Bendungan Illisu, yang merupakan
bendungan terbesar dalam proyek GAP di Sungai Tigris, selesai dibangun, aliran
Sungai Tigris diperkirakan akan berkurang sebesar 47% (Al-Ansari & Adamo,
2018). Turki memang merupakan aktor yang sangat dominan dalam pengelolaan
Sungai Tigris dibandingkan dengan negara-negara hilir. Namun, Turki bukanlah

satusatunya negara di dunia yang memiliki posisi dominan dalam pengelolaan
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sungai lintas batas. Perbedaan terletak pada tingkat institusionalisasi kerja sama
regional. Di Mekong, meskipun China dominan, terdapat mekanisme koordinasi
regional yang relatif lebih mapan. Di sisi lain, di Sungai Tigris—Eufrat, institusi
regional yang lemah, ketegangan geopolitik Timur Tengah, dan ketidakhadiran

perjanjian komprehensif membuat ketidakseimbangan kekuatan menjadi lebih akut

dan kurang diredam secara institusional.

Gambar 1. Llisu Dam on The Tigris River

Sumber: Turkish Dam (savethetigris.org)

Bendungan Ilisu adalah salah satu proyek infrastruktur besar yang dibangun
oleh pemerintah Turki sebagai bagian dari GAP untuk memanfaatkan potensi
sumber daya air di area Tenggara Anatolia. Bendungan ini terletak di aliran Sungai
Tigris, sekitar 65 km sebelum perbatasan Turki dengan Suriah, dan dirancang
terutama sebagai fasilitas pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas yang
signifikan, serta mendukung kegiatan irigasi dan pengembangan wilayah.
Pembangunan Ilisu memicu perdebatan yang sangat aktif baik di dalam negeri
maupun secara internasional, terutama mengenai pengaruhnya terhadap aliran air

ke negara-negara hilir seperti Irak, dampaknya terhadap lingkungan, serta
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peninggalan budaya, termasuk kekhawatiran akan terendamnya situs bersejarah
seperti kota kuno Hasankeyf. Diskusi akademis sering kali membahas Ilisu dalam
konteks politik air dan keamanan air, yang menunjukkan bahwa proyek ini tidak
hanya memiliki efek teknis, tetapi juga dampak politik dan sosial di kawasan
Mesopotamia yang berbagi sumber daya air lintas negara (Warner, 2008). Dalam
situasi Bendungan llisu, ketidaksetaraan ini memberi izin kepada Turki untuk
membangun dan mengelola bendungan tersebut secara sepihak tanpa adanya
perjanjian pembagian air yang mengikat secara hukum dengan Irak dan Suriah.
Ketika negara-negara hilir tidak memiliki kemampuan ekonomi, politik, atau
militer yang sebanding, peluang untuk bernegosiasi menjadi sangat minim, dalam
keadaan ketidakseimbangan kekuatan yang tinggi, negara-negara hilir sering kali
hanya dapat melakukan protes secara diplomatik tanpa memiliki pengaruh yang

nyata untuk memengaruhi kebijakan negara hulu.

Ketidakseimbangan kekuasaan dalam pengelolaan air Sungai Tigris
semakin diperburuk oleh kurangnya perjanjian regional yang mengatur distribusi
air secara resmi. Analisis mengenai situasi lintas batas antara Turki, Suriah, dan
Irak menunjukkan bahwa usaha untuk menciptakan perjanjian pembagian air yang
seimbang selalu menemui kegagalan. Hal ini disebabkan terutama oleh struktur
internasional yang cenderung tanpa aturan, yang tidak memiliki kekuatan hukum
yang cukup untuk mendorong kolaborasi, serta dominasi kepentingan nasional yang
mendorong setiap negara untuk mempertahankan kedaulatan atas sumber daya yang
mereka miliki. Dalam kondisi seperti ini, negaranegara yang berbatasan dengan
sungai lebih memilih kebijakan satu pihak demi memastikan kebutuhan nasional
mereka. Ketergantungan Irak dan Suriah terhadap Turki terkait dengan Sungai
Tigris bersifat geografis serta struktural. Sebagai negara hulu, Turki secara fisik
memiliki kendali atas sumber dan aliran awal Sungai Tigris sebelum airnya
mengalir ke Irak dan Suriah. Posisi geografis ini menghasilkan apa yang dikenal
sebagai keuntungan struktural, yaitu keuntungan alami yang memberikan
penguasaan atas aliran air lintas batas, negara hulu mempunyai kemampuan untuk
mengatur, menahan, atau mengalihkan air sebelum memasuki negara hilir, yang

mengakibatkan ketergantungan satu arah yang sulit untuk diimbangi oleh negara
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hilir (Zeitoun & Warner, 2006). Selain aspek geografis, ketergantungan Irak pada
Turki juga memiliki aspek ekonomi yang sangat penting. Irak adalah salah satu
tujuan utama ekspor Turki di wilayah Timur Tengah, dengan beragam barang
seperti bahan bangunan, makanan, dan barang konsumsi yang dikirim dari Turki ke
Irak, hubungan semacam ini dapat dianggap tidak seimbang ketika satu pihak lebih
bergantung daripada pihak lainnya. ketergantungan yang tidak seimbang ini
menyebabkan adanya perbedaan kekuatan tawar karena pihak yang lebih
tergantung akan lebih berhati-hati dalam menerapkan tekanan politik atau ekonomi

pada mitra yang lebih dominan (Keohane & Martin, 1995).

Interaksi antara Turki, Irak, dan Suriah berlangsung tanpa adanya lembaga
regional yang secara resmi mengikat. Berbeda dengan wilayah lain yang memiliki
organisasi pengelolaan aliran sungai seperti MRC, sistem Tigris—Euphrates tidak
memiliki institusi bersama yang permanen, mekanisme pemantauan, kewajiban
berbagi data, atau mekanisme penyelesaian sengketa. Keadaan ini menciptakan apa
yang dalam kajian pengelolaan air dikenal sebagai kekosongan institusi, yaitu
situasi di mana tidak ada aturan kolektif yang dapat membatasi tindakan sepihak
dari negara-negara hulu. (Kibaroglu, 2012) menunjukkan bahwa tidak adanya
mekanisme kelembagaan memperluas kebebasan negara hulu dalam menentukan
kebijakan terkait air dengan cara sendiri. Situasi ini menjadi semakin rumit karena
Turki tidak berpartisipasi dalam Liga Arab, sementara Irak dan Suriah terikat dalam
organisasi tersebut. Ini berarti tidak ada forum regional yang mencakup ketiga

negara untuk membahas isu pembagian sumber air secara bersama.

Lembaga semacam itu tidak ada, maka interaksi kembali bergantung pada
distribusi kekuatan dan kemampuan negosiasi masing-masing negara. Ketiadaan
organisasi pengelolaan aliran sungai membuat Irak dan Suriah kehilangan sarana
hukum dan teknis untuk meminta transparansi data aliran air atau menjalankan
manajemen bersama. Dalam kajian hydro-hegemony, kondisi ini disebut sebagai
tidak adanya platform kelembagaan penyeimbang, yaitu kurangnya ruang institusi
bagi negara hilir untuk menghadapi negara hulu. Tanpa adanya mekanisme

regional, protes dari Irak dan Suriah hanya bersifat diplomatik dan tidak memiliki
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konsekuensi institusional yang mengikat bagi Turki. Dalam situasi tanpa lembaga
regional dan Turki yang tidak berada dalam struktur Liga Arab, interaksi antara
Turki, lIrak, dan Suriah terjadi dalam kondisi anarchic yang memperbesar
ketidakseimbangan kapabilitas. Struktur ini menjelaskan mengapa meskipun ketiga
negara berdaulat secara hukum, distribusi kekuasaan tetap tidak merata dalam
praktiknya karena tidak ada institusi kolektif untuk menciptakan aturan bersama,

mengawasi pelaksanaan, dan menegakkan kepatuhan.

1.2 Rumusan Masalah

Hingga saat ini, Sungai Tigris belum memiliki institusi kerja sama formal
yang secara khusus mengatur pengelolaan sumber daya air antara Turki dan Irak.
Padahal, kedua negara telah beberapa kali melakukan perundingan, seperti melalui
Joint Technical Committee (JTC) sejak 1980, berbagai memorandum of
understanding (MoU), serta pertemuan bilateral mengenai isu air. Namun, seluruh
upaya tersebut masih bersifat teknis dan belum berkembang menjadi sebuah
lembaga permanen yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan, pembagian
air, maupun penyelesaian sengketa seperti Mekong River Commission (MRC) pada
Sungai Mekong.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas
interaksi yang telah dilakukan dengan belum terbentuknya institusi kerja sama
formal dalam pengelolaan Sungai Tigris. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya
menjawab pertanyaan: faktor politik dan hubungan antarnegara apa yang telah
mempengaruhi ketidaan institusi kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai

Tigris?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:
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1. Mengidentifikasi dinamika hubungan antarnegara antara Turki dan Irak dalam
pengelolaan sumber daya air Sungai Tigris.
2. Menganalisis faktor-faktor politik yang memengaruhi belum terbentuknya

institusi kerja sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dan praktis:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian
hubungan internasional, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang
memengaruhi kegagalan kerja sama antarnegara dalam pengelolaan sumber
daya alam lintas batas terutama terkait bagaimana pertimbangan keuntungan
relatif dan ketidakpastian memengaruhi keputusan negara-negara untuk tidak
membentuk kerja sama formal.

2. Secara praktis, peneitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
akademisi dan peneliti dengan memberikan pemahaman mengenai pengaruh
kepentingan nasional, ketimpangan kekuasaan, dan dinamika hubungan
antarnegara terhadap pembentukan kerja sama dalam pengelolaan sungai

tigris.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan dan sumber informasi penulis menggunakan beberapa

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Pengelolaan sumber daya air, (Meran et al., 2021) serta (Van Rijswick et
al., 2010) menyoroti pentingnya institusi dan kerja sama dalam pengelolaan air,
terutama di daerah aliran sungai yang melintasi batas negara. Mereka menekankan
bahwa air tidak hanya dianggap sebagai sumber daya alam, tetapi juga memiliki
dimensi ekonomi, sosial, dan hukum yang memerlukan aturan yang jelas dan
mekanisme koordinasi. Tanpa kerangka institusional yang kuat dan kerja sama
lintas batas yang efektif, pengelolaan sumber daya air berpotensi menimbulkan
konflik kepentingan dan Kkesulitan dalam mencapai pengelolaan yang
berkelanjutan, keberadaan institusi bersama dan mekanisme koordinasi antara
negara-negara merupakan faktor penting dalam memastikan distribusi dan

pemanfaatan air yang adil dan efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Keohane & Martin, 1995) menekankan
bahwa lembaga internasional hanya akan terbentuk jika negara-negara merasa
bahwa lembaga- lembaga tersebut dapat menyediakan informasi yang transparan
dan mengurangi biaya transaksi dalam kerja sama. Dalam kasus Sungai Tigris,
ketidakmampuan Turki dan Irak untuk membentuk lembaga formal disebabkan
oleh pandangan bahwa lembaga semacam itu sebenarnya akan membatasi otonomi
mereka tanpa memberikan manfaat yang jelas bagi negara-negara hulu. Hal ini
diperkuat oleh pembedaan (Stein, 1982) antara dilema koordinasi dan kolaborasi.
Menurut Stein, masalah air di Sungai Tigris merupakan masalah kolaborasi yang
dipenuhi dengan godaan untuk curang demi kepentingan nasional, sehingga sulit

mencapai kesepakatan stabil tanpa kekuatan paksa atau insentif yang signifikan.
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Berbeda dengan model Komisi Sungai Mekong, yang berhasil menciptakan rezim

kolaboratif berkat kepentingan bersama dalam pengembangan ekonomi.

Pengelolaan sungai lintas batas seringkali menjadi isu penting dalam
hubungan internasional karena melibatkan kepentingan beberapa negara dalam
sumber daya air yang sama. (Keohane, 1984) menjelaskan bahwa kerja sama antar
negara masih dapat terbentuk meskipun sistem internasional bersifat anarkis dan
tidak memiliki otoritas pusat. Melalui mekanisme timbal balik, negara-negara dapat
menyesuaikan perilaku mereka terhadap negara lain, sehingga manfaat mutual
dapat tercipta meskipun terdapat perbedaan kepentingan. Selain itu, keberadaan
rezim dan lembaga internasional juga berperan dalam memperkuat kerja sama
dengan menyediakan aturan, norma, dan mekanisme yang mendorong kepatuhan
serta mengurangi potensi konflik antar negara. Pierre (Pierre et al., 2024) juga
menekankan bahwa kerja sama internasional merupakan mekanisme penting dalam
menangani berbagai isu lintas batas, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang
melibatkan lebih dari satu negara. Kerja sama ini melibatkan berbagai aktor seperti
negara-negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara yang berkoordinasi
melalui diplomasi dan mekanisme multilateral untuk mencapai kepentingan

bersama.

Pengelolaan sungai lintas batas juga menjadi perhatian dalam berbagai studi
tentang sumber daya air di Timur Tengah. (A. Kibaroglu & Scheumann, 2013)
menjelaskan bahwa Sungai Eufrat—Tigris merupakan sumber daya air yang penting
bagi Turki dan Irak, penggunaannya sering menimbulkan ketegangan akibat
perbedaan kepentingan dalam penggunaan air untuk irigasi, energi, dan kebutuhan
domestik. Studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya air di wilayah
tersebut mengalir melintasi batas negara, sehingga pengelolaannya tidak dapat
dilakukan secara sepihak oleh satu negara saja. Selain itu, Kibaroglu juga menyoroti

pentingnya pendekatan diplomasi air sebagai mekanisme untuk mendorong kerja
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sama antar negara melalui negosiasi, pembentukan lembaga bersama, dan
perjanjian pengelolaan air lintas batas guna mencegah konflik dan meningkatkan

koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air.

Penelitian yang dilakukan oleh (Daoudy, 2007) menyoroti bagaimana
dinamika hegemonik air, atau dominasi kekuatan air oleh Turki sebagai negara
hulu, telah menghambat pembentukan lembaga kerja sama formal di wilayah sungai
Tigris-Eufrat, yang bertolak belakang dengan stabilitas institusional di Sungai
Mekong. Daoudy menjelaskan bahwa air di wilayah ini telah diamankan secara
politik, di mana kepentingan nasional dan kedaulatan negara sering kali diutamakan
di atas kepentingan pengelolaan bersama. Pandangan ini diperkuat oleh analisis
(Smith & Winterman, 2022) yang menekankan bahwa hambatan utama dalam
pembentukan lembaga formal di lembah Tigris bukanlah kendala teknis semata,
melainkan keamanan lingkungan yang rapuh dan konflik berkepanjangan di Irak
yang telah menciptakan krisis kepercayaan di antara negara-negara yang berbatasan
dengan sungai. Tanpa pergeseran paradigma dari persaingan hegemonik ke tata
kelola kolaboratif, model Komisi Sungai Mekong akan sangat sulit untuk
direplikasi di wilayah Tigris karena negara-negara yang terlibat masih memandang
air sebagai alat kekuasaan politik rather than sumber daya komunal yang harus

dikelola melalui perjanjian hukum yang mengikat.

Terakhir, (Sagsen, 2006) menyoroti bahwa kegagalan dalam mendirikan
lembaga formal di Sungai Tigris disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam
mendefinisikan status hukum sungai tersebut, dengan Turki menganggapnya
sebagai perairan lintas batas sementara Irak menuntut status sungai internasionall.
Sagsen (2006) berargumen bahwa berbeda dengan model Komisi Sungai Mekong,
yang didorong oleh semangat kerja sama regional pasca-konflik, interaksi di Sungai
Tigris justru terjebak dalam pendekatan sekuritisasi yang memandang air sebagai

kedaulatan mutlak negara. Situasi ini diperparah oleh ketidakhadiran otoritas
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supranasional atau pihak ketiga yang kuat untuk menjembatani kepentingan
domestik masing-masing negara. Akibatnya, kerja sama hingga saat ini bersifat
teknis dan ad hoc, bukan lembaga formal yang mengikat secara hukum, karena
kekhawatiran dari hulu (Turki) bahwa lembaga semacam itu akan membatasi
proyek pengembangan nasional mereka.

Studi-studi tersebut umumnya mengidentifikasi berbagai faktor yang
menghambat kerja sama, seperti perbedaan kepentingan nasional, rendahnya
tingkat kepercayaan, dan dinamika politik antarnegara yang kompleks. Namun,
penelitian semacam itu sering kali masih memandang ketiadaan kerja sama sebagai
suatu kegagalan tanpa menjelaskan secara mendalam bagaimana faktor-faktor
politik dan hubungan antarnegara tersebut saling berinteraksi sehingga
mengakibatkan tidak adanya lembaga kerja sama formal. Selain itu, analisis
mengenai bagaimana distribusi kekuasaan dan pertimbangan manfaat relatif
memengaruhi keputusan negara-negara untuk tidak membentuk lembaga kerja
sama masih relatif terbatas. Studi ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan
mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor politik serta dinamika hubungan
antara Turki dan Irak terutama yang berkaitan dengan dominasi negara hulu dan
perhitungan manfaat relatif dalam menjelaskan tidak adanya lembaga kerja ama

formal dalam pengelolaan Sungai Tigris.

Untuk melihat perbandingan yang lebih jelas antara penelitian ini dengan
sejumlah studi sebelumnya, dapat merujuk pada Tabel 1 yang menyajikan

komparasi penelitian terdahulu secara sistematis, sebagai berikut:



Tabel 1. Komparasi Penelitian Terdahulu
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Peneliti Fokus Metode  Teori/Konsep Relevansi
Penelitian dengan
Penelitian ini
Meran, Analisis Kualitatif  Institutional Pengelolaan  air
Siehlow & ekonomi Deskriptif  economics, memerlukan
kelembag aan water lembaga dan
von dalam governance, peraturan  yang
Hirschhaus pengelola an water pricing kuat. Hal ini
en (2021) sumber daya policy relevan untuk
air serta memahami
peran aturan mengapa, tanpa
dan institusi lembaga bersama
dalam seperti komisi
distribusi air sungai,
pengelolaan
Sungai Tigris sulit
dikoordinasikan
antara Turki dan
Irak
Van Pentingnya Kualitatif ~ Transbounda  Menyediakan
Rijswick kerja sama ry water kerangka analitis
o transboun governance, tentang
Gilissen & dary dalam river basin bagaimana kerja
Van pengelola an management, sama sungai lintas
Kempen  sungai lintas Water batas seharusnya
(2010) negara dalam Frame_vvork dibangun. Hal ini
kerangka Directive membantu
menjelaskan
perbedaan antara
kesuksesan
lembaga  seperti
Komisi
Keohane & Peran Kualitatif ~ Liberal Menjelaskan
Martin institusi Institutionalis  bahwa lembaga-
dalam m lembaga di
(1995) : . -
menyedia kan wilayah Tigris
informasi dan gagal terbentuk

mengurangi

akibat Kkurangnya
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Peneliti Fokus Metode  Teori/Konsep Relevansi
Penelitian dengan
Penelitian ini
ketidakpastia insentif dan
n. transparansi
informasi  antar
negara.
Arthur A.  Perbedaan Kualitatif ~ Neoliberal Menunjukkan
Stein antara rezim Institutionalis  bahwa  masalah
koordinasi m Sungai Tigris
(1982) dan merupakan
kolaborasi konflik
dalam kepentingan yang
hubungan bersifat zero-sum,
internasional. yang  membuat
kerja sama formal
sulit untuk
diwujudkan.
Axelrod & Menganal isis Kualitatif ~ Reciprocity, Menjelaskan
Keohane Pagaimana Prisoner’s faktor- faktor
kerja sama Dilemma, yang
(1984) dapat terjadi International memungkinkan
dalam sistem Regimes atau menghambat
internasional kerja sama
yang anarkis antarnegara
tanpa otoritas dalam
pusat. pengelolaan
sumber daya
bersama seperti
sungai
internasional.
Charlius  Mengkaji Kualitatif ~ International Pentingnya
Pierre konsep kerja Cooperation, lembaga dan
(2024) _sama _ Global kerja. sama
internasio nal Governance, multilateral
dalam Peran dalam menangani
hubungan organisasi isu-isu

internasio nal
serta peran

internasional

transnasional.
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Peneliti Fokus Metode  Teori/Konsep Relevansi
Penelitian dengan
Penelitian ini
aktor dan
organisasi
global dalam
menghada pi
masalah
global
Marwa Dominasi Kualitatif ~ Hydro- Menjelaskan
Daoudy Turki dalam hegemony & peran  dominan
negosiasi air Kekuasaan negara-  negara
(2007) di cekungan Asimetris hulu yang
Tigris- menghambat
Eufrat. perjanjian formal.
Dané Pengaruh Kualitatif ~ Environmental Menunjukkan
Smith &  Stabilitas Security bahwa konflik
) regional internal di Irak
Kirsten terhadap menghambat
Winterm  pengelola an penerapan model
an (2022) ~ sumber daya MRC.
bersama.
ilhan Hambatan Kualitatif ~ Hydropolitics& Menjelaskan
Sagsen geopolitik Kedaulatan bahwa perbedaan
dan hukum Negara dalam definisi
(2006) dalam kerja hukum dan
sama air di kepentingan
Cekungan nasional
Tigris- merupakan
Eufrat. hambatan utama
dalam
pembentukan
lembaga
permanen bergaya
Mekong.
Aysegul  Pengelolaan  Kualitatif ~ Water Memberikan
Kibaroglu dan Diplomacy, pemahaman
diplomasi air Transbounda  tentang
(2013) di wilayah pentingnya
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Peneliti Fokus Metode  Teori/Konsep Relevansi
Penelitian dengan
Penelitian ini
Sungai Efrat— ry Water diplomasi dan
Tigris yang Governance kerja sama antar
melibatkan negara dalam
Turki dan pengelolaan
Irak sungai lintas
batas, khususnya
Sungai Tigris.

Sumber: Dirangkum oleh peneliti melalui berbagai jurnal ilmiah yang dijadikan
sebagai acuan penelitian terdahulu

Peneliti memanfaatkan dua software, yaitu Publish or Perish untuk
menghimpun data dan VOSviewer untuk melakukan analisis visual terhadap data
yang diperoleh. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian mencakup istilah
seperti Tigris River, Turkey-Iraq water conflict, water security, hydro-hegemony,
transboundary river, water policy, dan water cooperation. Berdasarkan hasil
pencarian data melalui Publish or Perish, ditemukan cukup banyak penelitian yang
membahas konflik air lintas batas, keamanan air, maupun kebijakan pengelolaan
sungai internasional secara umum. Namun, penelitian yang secara spesifik
membahas ketiadaan kerja sama antara Turki dan Irak dalam pengelolaan Sungai
Tigris dengan menggunakan perspektif relative gains dan hydro-hegemony masih

relatif terbatas.
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£ vosviewer

Gambar 2. Hasil pengolahan Data VOSviewer (Density)

Sumber: Dikelola oleh peneliti melalui software VOSviewer

Hasil analisis visual melalui VOSviewer juga memperlihatkan keterkaitan
yang cukup kuat antara beberapa kata kunci seperti water policy, security studies,
world politics, energy nexus, dan global governance. Keterhubungan tersebut
menunjukkan bahwa isu pengelolaan Sungai Tigris tidak hanya dipandang sebagai
persoalan lingkungan atau sumber daya air semata, tetapi juga berkaitan erat dengan
kepentingan nasional, keamanan regional, serta dinamika politik internasional.
Selain itu, kemunculan istilah seperti energy nexus dan water policy menunjukkan
bahwa penguasaan sumber daya air memiliki hubungan langsung dengan
kepentingan energi dan pembangunan domestik negara, khususnya dalam konteks
kebijakan Turki melalui proyek GAP.

Visualisasi tersebut memperkuat argumentasi penelitian bahwa ketiadaan
kerja sama antara Turki dan Irak dalam pengelolaan Sungai Tigris dipengaruhi oleh
relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara negara hulu dan negara hilir. Dominasi
Turki sebagai upstream state membuat pengelolaan Sungai Tigris lebih banyak
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dikendalikan secara unilateral sehingga kerja sama permanen sulit tercapai. Dengan
demikian, hasil analisis bibliometrik menunjukkan bahwa isu Sungai Tigris
memiliki keterkaitan kuat dengan studi keamanan, geopolitik, dan penguasaan

sumber daya strategis yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

2.2 Landasan Teori dan Konsep

Penelitian ini menggunakan teori Relative Gains untuk menganalisis
pengaruh politik dan hubungan antarnegara terhadap keputusan suatu negara untuk
terlibat dalam atau menolak kerja sama internasional, khususnya dalam konteks
keunggulan relatif. Selain itu, konsep Cooperation Under Anarchy digunakan untuk
menjelaskan bagaimana sifat sistem internasional yang tidak teratur menimbulkan
ketidakpastian dalam hubungan antarnegara. Kedua pendekatan tersebut digunakan
untuk menjelaskan unsur-unsur politik dan hubungan antarnegara yang
berkontribusi terhadap tidak adanya lembaga formal dalam pengelolaan Sungai

Tigris.

2.2.1 Teori Relative Gains

Dalam studi ini, teori utama yang digunakan adalah Teori Relative Gains.
Teori ini digunakan untuk mengkaji mengapa negara-negara enggan bekerja sama,
bahkan ketika kerja sama tersebut diperlukan. Teori keuntungan relatif menekankan
bahwa negara-negara tidak hanya mempertimbangkan apakah mereka akan
memperoleh manfaat, tetapi juga membandingkan manfaat tersebut dengan manfaat
yang diperoleh negara-negara lain. Jika ada kemungkinan bahwa negara lain akan
memperoleh manfaat yang lebih besar, kerja sama mungkin akan ditolak. Dari sini,
dapat dilihat bahwa faktor- faktor yang menghalangi negara-negara untuk menjalin
kerja sama tidak hanya terkait dengan kebutuhan bersama, tetapi juga berasal dari
perhitungan kepentingan dan interaksi antar negara, yang cenderung kompetitif dan
penuh kehati-hatian. Kondisi-kondisi ini menyebabkan negara-negara menjadi

kurang percaya dan memilih untuk tidak terikat oleh lembaga kerja sama formal.
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Hambatan utama bagi kerja sama dalam sistem internasional bukanlah
sekadar anarki, melainkan peluang bagi negara-negara untuk memanfaatkan
keunggulan relatif mereka atas negara-negara lain.Struktur interaksi antarnegara
memungkinkan suatu negara untuk mengubah keunggulan relatifnya saat ini
menjadi keunggulan strategis di masa depan, negara tersebut cenderung bersikap
hati-hati terhadap kerja sama, atau bahkan memilih untuk tidak bekerja sama sama
sekali. Dalam kondisi seperti itu, kerja sama menjadi sulit dicapai karena setiap
negara khawatir bahwa pihak lain mungkin akan memanfaatkan keunggulan relatif
tersebut untuk memperkuat posisinya sendiri dan merugikan pihak lain.
Ketidakhadiran otoritas pusat dalam sistem internasional memperkuat
kecenderungan ini, karena tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa negara-
negara tidak akan memanfaatkan keunggulan relatif mereka (Powell, 1991). Kerja
sama dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, suatu negara mungkin tetap
menolaknya jika ada peluang bagi pihak lain untuk memperoleh keunggulan relatif
yang lebih besar. Dalam situasi tanpa lembaga kerja sama, Turki memiliki
kesempatan untuk mempertahankan dan memanfaatkan keunggulan relatif tersebut
tanpa terikat oleh aturan distribusi yang membatasi; dengan demikian, ketiadaan
lembaga justru menjadi kondisi yang menguntungkan bagi negara yang dominan.
Sebaliknya, Irak, sebagai negara hilir, tidak memiliki kapasitas yang sama untuk
memanfaatkan keunggulan relatif.

Menurut (ElIman & Jensen, 2014), Dalam sistem internasional yang anarkis,
negara-negara lebih memusatkan perhatian pada bagaimana manfaat
didistribusikan daripada sekadar apakah mereka untung atau rugi. Jensen
menjelaskan bahwa negara-negara akan ragu untuk bekerja sama jika kerja sama
tersebut berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar kepada negara-negara
lain, karena hal ini dapat memengaruhi posisi kekuasaan mereka di masa depan. Ini
berarti bahwa alasan utama negara-negara tidak membentuk perjanjian kerja sama
adalah ketakutan akan kerugian relatif dibandingkan dengan negara-negara lain.
Interaksi antar negara yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian juga
membuat negara-negara semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait

kerja sama, hal ini menunjukkan dalam hubungan antara Turki dan Irak terkait
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pengelolaan Sungai Tigris, di mana negara yang lebih dominan cenderung enggan
untuk terlibat dalam kerja sama karena takut kehilangan keunggulannya.

(Krasner, 1982) menjelaskan bahwa dalam sistem internasional, kerja sama
sering kali terhambat oleh kepentingan nasional yang saling bertentangan dan
kekhawatiran mengenai pembagian manfaat. Krasner menekankan bahwa
meskipun lembaga-lembaga internasional dapat dibentuk, keberhasilan mereka
sangat bergantung pada kesediaan negara-negara kuat untuk terlibat dan menahan
diri. Dalam banyak kasus, negara-negara yang berada dalam posisi lebih dominan
cenderung menghindari komitmen formal karena mereka tidak ingin kehilangan
keleluasaan dalam mengendalikan sumber daya strategis. Hal ini menunjukkan
bahwa kekuasaan dan kepentingan nasional tetap menjadi pertimbangan utama
dalam menentukan apakah kerja sama akan terwujud atau tidak. Dalam konteks
studi ini, alur pemikiran ini relevan untuk menjelaskan mengapa negara- negara
seperti Turki cenderung tidak mendesak pembentukan lembaga kerja sama formal
dalam pengelolaan Sungai Tigris, mengingat kepentingan mereka dalam
mempertahankan kendali dan keunggulan strategis. Powell (1991) menekankan
bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, kekhawatiran mengenai manfaat
relatif merupakan faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan kerja sama. Powell
berpendapat bahwa negara- negara cenderung menghindari kerja sama jika ada
risiko bahwa pihak lain akan memperoleh manfaat yang lebih besar, karena hal ini
dapat mengubah keseimbangan kekuatan di masa depan. Dengan demikian, bahkan
dalam situasi di mana kerja sama dapat menghasilkan manfaat bersama,
kekhawatiran mengenai pergeseran dalam distribusi kekuatan tetap menjadi
hambatan utama. Dalam konteks studi ini, konsep ini membantu menjelaskan
mengapa negara-negara yang terlibat dalam pengelolaan Sungai Tigris belum dapat
mencapai kesepakatan mengenai pembentukan lembaga bersama, Kkarena
kekhawatiran bahwa kerja sama akan memperkuat posisi beberapa pihak dan

melemahkan pihak lainnya.

Ketiga tokoh ini membahas keuntungan relatif dalam kerangka neorealisme,

namun dengan penekanan yang berbeda mengenai bagaimana keuntungan tersebut
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memengaruhi kerja sama antarnegara. Jensen menyoroti bahwa negara-negara
sangat peka terhadap kemungkinan kerugian relatif, sehingga cenderung
menghindari kerja sama jika ada potensi bagi negara lain untuk memperoleh
keuntungan yang lebih besar. Kranser menekankan bahwa kerja sama sering
terhambat oleh konflik kepentingan negara dan kekhawatiran terkait pembagian
keuntungan. Powell menekankan bahwa kekhawatiran tentang pergeseran
keseimbangan kekuatan jangka panjang merupakan alasan utama negara-negara
bersikap hati-hati dalam bekerja sama. Ketiganya menjelaskan bahwa kerja sama
internasional dipengaruhi tidak hanya oleh manfaat bersama, tetapi juga oleh
bagaimana manfaat tersebut didistribusikan dan dampaknya terhadap posisi

kekuatan masing-masing negara dalam sistem internasional.

2.2.2 Konsep Hydro-Hegemony

Konsep hydro-hegemony dalam studi politik air lintas batas muncul
untuk menjelaskan bagaimana hubungan kuasa membentuk pola pengelolaan
sumber daya air antarnegara, terutama dalam situasi ketimpangan antara
negara hulu dan hilir. Pendekatan ini menekankan bahwa kendali atas air tidak
hanya ditentukan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh kemampuan suatu
negara untuk mengerahkan kekuatan material, kelembagaan, dan politik guna
mempertahankan dominasi dalam pengelolaan sungai lintas batas, sehingga
memungkinkan negara yang dominan untuk mengatur distribusi air tanpa
bergantung pada lembaga kerja sama formal. Hydro-hegemony menekankan
bahwa dominasi tidak selalu bersifat paksa, tetapi juga dapat terjadi melalui
mekanisme yang lebih halus seperti pengaruh kebijakan, pengendalian
informasi, dan penetapan norma-norma yang menguntungkan negara yang
dominan (Warner, 2008) . Negara-negara dengan kapasitas yang lebih besar
dapat menciptakan kondisi di mana negara-negara lain menerima
ketidaksetaraan dalam distribusi air sebagai sesuatu yang sulit diubah,

sehingga mengurangi kemungkinan terbentuknya lembaga-lembaga kerja



sama yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kekuatan
tidak hanya membatasi negosiasi, tetapi juga membentuk struktur interaksi

antarnegara dalam jangka Panjang.

Pada hubungan Turki-lrak, konsep ini membantu menjelaskan
bagaimana posisi Turki sebagai negara hulu memberikan keunggulan strategis
dalam mengendalikan aliran Sungai Tigris melalui pembangunan infrastruktur
dan kebijakan nasional yang terpusat. Situasi ini menciptakan hubungan yang
asimetris, di mana Irak, sebagai negara hilir, memiliki tingkat ketergantungan
yang lebih tinggi terhadap ketersediaan air, sehingga membatasi ruang
geraknya dalam bernegosiasi. Dalam situasi seperti itu, pengelolaan air tidak
terjadi melalui mekanisme yang setara, melainkan melalui struktur kekuasaan
yang memungkinkan negara dominan mempertahankan kendali tanpa harus
berkomitmen pada lembaga kerja sama formal. Hydro-hegemony juga
menunjukkan bahwa dominasi tidak selalu dijalankan melalui tekanan
langsung, tetapi dapat terjadi melalui kebijakan sepihak yang secara konsisten
menguntungkan negara yang dominan dan membatasi pilihan negara-negara
lain (Cascéo, 2009). Pada kasus Sungai Tigris, kondisi ini terlihat jelas dalam
cara kebijakan pengelolaan air Turki terus berjalan tanpa adanya pengaturan
kelembagaan yang mengikat dengan Irak, sehingga menciptakan pola
interaksi asimetris dalam jangka panjang. Tidak adanya lembaga kerja sama
tidak hanya mencerminkan koordinasi yang lemabh, tetapi juga menunjukkan
bahwa struktur kekuasaan yang ada memungkinkan pengelolaan sungai terus
berlanjut tanpa adanya kebutuhan mendesak untuk membangun mekanisme

kerja sama formal.

Konsep hydro-hegemony tidak hanya menjelaskan dominasi dalam
pengelolaan sumber daya air, tetapi juga membantu mengidentifikasi faktor-
faktor politik dan dinamika hubungan antarnegara yang memengaruhi
ketiadaan lembaga-lembaga kerja sama dalam pengelolaan Sungai Tigris.
Ketidakseimbangan kekuatan antara Turki sebagai negara hulu dan Irak

sebagai negara hilir menciptakan struktur hubungan yang asimetris, di mana
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faktor-faktor politik seperti kepentingan nasional, kendali atas sumber daya,
dan orientasi kebijakan dalam negeri memainkan peran krusial dalam
menentukan pola interaksi antarnegara. Dalam kondisi ini, hubungan
antarnegara tidak berkembang menuju kerja sama institusional, melainkan
cenderung mempertahankan pola unilateral yang menguntungkan negara
dominan, akibat kurangnya insentif politik yang memadai untuk membentuk
mekanisme bersama yang mengikat. Faktor-faktor hubungan politik seperti
tingkat ketergantungan, keterbatasan kapasitas negosiasi, dan dinamika
kepercayaan antarnegara semakin memperkuat kondisi di mana lembaga-
lembaga kerja sama gagal terbentuk (Selby, 2003). Melalui konsep hydro-
hegemony, tidak adanya lembaga kerja sama dalam pengelolaan Sungai Tigris
dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor politik dan
hubungan antarnegara yang dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan yang tidak
seimbang, sehingga membatasi kemungkinan kerja sama formal dalam

pengelolaan sumber daya air lintas batas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini  didasarkan pada kerangka konseptual yang
menggambarkan kondisi pengelolaan sumber daya air lintas batas di Timur
Tengah, khususnya Sungai Tigris, yang mengalir melalui Turki dan Irak.
Sungai ini merupakan sumber air utama yang digunakan untuk berbagai
keperluan, seperti irigasi, energi, dan kebutuhan rumah tangga di ketiga
negara tersebut. Namun, karena sungai ini melintasi beberapa negara,
pemanfaatannya sering kali menimbulkan konflik kepentingan, terutama
terkait pembangunan bendungan, pengaturan aliran air, dan kebutuhan air

masing-masing negara.

Konflik kepentingan ini kemudian memengaruhi dinamika hubungan di
antara negara-negara yang berbagi sumber daya air Sungai Tigris. Di sisi lain,

dalam beberapa kasus pengelolaan sungai lintas negara, negara-negara yang
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berbagi sumber daya air telah mampu membentuk lembaga kerja sama formal
untuk mengatur penggunaan air bersama, seperti Sungai Mekong melalui
pembentukan Komisi Sungai Mekong sebagai forum koordinasi antarnegara
dalam pengelolaan sungai. Situasinya berbeda untuk Sungai Tigris, di mana
hingga saat ini Turki dan Irak belum mampu membentuk badan kerja sama
formal serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi ketidakmampuan pembentukan badan kerja sama formal
dalam pengelolaan Sungai Tigris dibandingkan dengan model kerja sama

yang telah terbentuk di Sungai Mekong.

Dapat dilihat dalam kerangka pemikiran dibawah, Penelitian ini
menyoroti ketiadaan kerja sama antara Turki dan Irak dalam pengelolaan
Sungai Tigris yang menyebabkan kekhawatiran bagi Irak sebagai negara hilir
akibat berkurangnya pasokan air. Posisi Turki sebagai negara hulu membuat
Turki memiliki kontrol lebih besar terhadap aliran Sungai Tigris melalui
pembangunan bendungan dan proyek pengelolaan air domestik. Penelitian ini
menggunakan konsep relative gains untuk menjelaskan bahwa Turki tidak
hanya mempertimbangkan keuntungan bersama, tetapi juga berupaya
mempertahankan keuntungan strategisnya dibanding Irak. Selain itu, konsep
hydro-hegemony digunakan untuk menjelaskan dominasi Turki sebagai
negara hulu yang memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan distribusi

air.
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Tidak adanya institusi kerja sama formal
dalam pengelolaan Tigris River.

Dalam pengelolaan Tigris River tidak terdapat
forum kerja sama formal, menimbulkan
kelchawatiran di kalangan negara-negara hilir
karena berpotensi mengurangi ketersediaan air

Relative Gains Theory dan Hvdro-hegemony
Concept

Falctor politik dan interaksi antarnegara yang
kompetitif menghambat pembentukan institust
kerja sama di sungai tgris
dan membatasi bargaining power
Turki-Trak

Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber: Diolah oleh peneliti untuk kepentingan penelitian
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan manggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami
secara mendalam dinamika pengelolaan Sungai Tigris, sebagai sungai yang
melintasi beberapa negara, serta faktor-faktor yang memengaruhi kurangnya
lembaga kerja sama formal antara Turki dan Irak dalam mengelola sungai tersebut.
Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, tetapi lebih pada
pemahaman hubungan dan interaksi antar negara dalam upaya mengelola sumber
daya air lintas batas. Menurut (Creswell, 2003) metode kualitatif digunakan untuk
mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok
pada suatu isu sosial atau politik. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai
instrumen utama dalam mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data untuk
memperoleh pemahaman komprehensif tentang dinamika pengelolaan Sungai

Tigris dan hambatan dalam membangun lembaga kerja sama formal antar negara.

Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk
menyajikan gambaran sistematis dan detail tentang kondisi pengelolaan Sungai
Tigris dan hubungan antar negara yang terlibat. Sebagaimana dijelaskan oleh
(Bryman, 2016), pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan
fenomena sosial secara mendalam tanpa memanipulasi variabel yang ada. Studi ini
dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian mengenai mengapa Turki dan
Irak belum mampu membentuk lembaga kerja sama formal dalam pengelolaan
Sungai Tigris, serupa dengan model kerja sama yang telah dibentuk di Sungai

Mekong melalui Komisi Sungai Mekong. Selanjutnya, peneliti menentukan fokus
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penelitian dan mengumpulkan data melalui tinjauan pustaka yang mencakup jurnal
ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan, dan publikasi
akademis yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif
menggunakan pendekatan rezim internasional untuk memahami bagaimana aturan,
norma, dan kepentingan negara memengaruhi kemungkinan pembentukan kerja
sama dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas. Hasil penelitian kemudian
disajikan dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan dinamika hubungan antar
negara dan faktor-faktor yang memengaruhi kurangnya lembaga kerja sama formal

dalam pengelolaan Sungai Tigris.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis mengapa Turki dan Irak belum mampu
membentuk lembaga kerja sama formal untuk pengelolaan Sungai Tigris, serupa
dengan model kerja sama yang telah dibentuk untuk Sungai Mekong melalui MRC.
Sungai Tigris adalah sungai lintas batas yang dimanfaatkan oleh ketiga negara
tersebut untuk berbagai keperluan, seperti irigasi, energi, dan kebutuhan domestik,
sungai ini mengalir melalui beberapa negara, pengelolaannya membutuhkan
koordinasi dan regulasi bersama untuk memastikan pemanfaatan sumber daya air
yang berkelanjutan. Tidak seperti beberapa sungai lintas batas lainnya yang
memiliki lembaga kerja sama formal, pengelolaan Sungai Tigris belum didukung
oleh lembaga kerja sama terstruktur antara negara-negara yang terlibat. Penelitian
ini berfokus pada dinamika hubungan antara Turki dan Irak dalam pengelolaan
Sungai Tigris, termasuk kepentingan nasional masing- masing, kebijakan
pengelolaan sumber daya air, dan upaya yang dilakukan untuk mendorong kerja
sama terkait pemanfaatan air. Penelitian ini tidak menekankan aspek teknis
hidrologi, tetapi lebih pada dimensi hubungan internasional yang memengaruhi

proses pembentukan, atau tidak terbentuknya, lembaga kerja sama formal untuk
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pengelolaan sungai lintas batas ini. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-
faktor yang memengaruhi kurangnya lembaga kerja sama formal dalam
pengelolaan Sungai Tigris dibandingkan dengan model kerja sama yang telah

dibangun di Sungai Mekong melalui Komisi Sungai Mekong.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama untuk
menggambarkan dan menganalisis fenomena sungai tigris oleh Turki dan Irak
dalam konteks ketiadaan kerjasama. Sumber data sekunder yang digunakan

mencakup:

1. Laporan resmi dari organisasi internasional seperti International Water
Institute (SIWI), Food Agriculture and Organization Water of The United
Nations (FAO).

2. Jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas Water Agreement
dan Tigris River Basin.

3. Artikel berita, laporan investigatif, serta dokumen kebijakan dari Lembaga
pemerintah Turki dan Irak serta Lembaga internasional.

4. Buku dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan teori dan konsep yang

digunakan dalam penelitian ini.

3.4  Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa analisis
konten atau (content analysis). Pendekatan ini pertama kali dikembangkan secara
lebih terarah oleh Harold D. Lasswell pada tahun 1948, Lasswell memandang
analisis konten sebagai metode untuk mengidentifikasi pola makna, pesan, dan
kecenderungan komunikasi dalam berbagai bentuk teks. Menurut Lasswell, analisis

konten dapat menjawab pertanyaan dasar komunikasi, seperti “Who says what, to
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whom, why, how, and with what effect?” yang kemudian diaplikasikan untuk
memahami hubungan antara pesan dan struktur sosial yang lebih luas (Lasswell,
1948). Dalam konteks penelitian ini, analisis konten digunakan untuk menelaah
berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional
(SIWI, FAO, UNESCO), artikel berita, serta dokumen kebijakan internasional yang

berkaitan dengan isu sungai lintas batas dan kerjasama internasional.

Melalui teknik ini, peneliti menelusuri apa yang menjadi penyebab tidak
adanya kerjasama terhadap pengelolaan sungai tigris. Proses analisis dilakukan
dengan mengidentifikasi tema, simbol, dan pola representasi yang muncul dalam
data, lalu mengaitkannya dengan teori relative gains sebagai landasan. Dengan
demikian, analisis konten dalam penelitian ini tidak sekadar menghimpun
informasi, tetapi juga bertujuan mengungkap makna sosial dan politik di balik

penyebaran wacana tentang ketiadaan kerjasama internasiona.

35 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data
kualitatif yang dirancang oleh (Miles et al., 2014). Model ini digunakan karena
dapat menggambarkan proses analisis data dengan cara yang terstruktur dan
berkelanjutan dalam penelitian kualitatif. Pada model ini, analisis data dilakukan
melalui tiga tahapan yang saling terkait, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan
penarikan serta verifikasi kesimpulan.

Pada tahap kondensasi data, peneliti akan mengumpulkan serta memilih
informasi yang relevan tentang pengelolaan Sungai Tigris sebagai sungai
internasional, terutama yang berhubungan dengan faktor politik dan hubungan
antarnegara yang mempengaruhi belum terbangunnya lembaga kerja sama resmi.
Data yang dikumpulkan meliputi aktor-aktor yang terlibat seperti Turki dan Irak,
kebijakan pembangunan bendungan, variasi hubungan politik antara negara, serta
isu-isu mengenai kepentingan nasional dan pengelolaan sumber daya air.

Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama seperti
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perbedaan kepentingan, ketidakpercayaan antara negara, dan pertimbangan
keuntungan relatif dalam kolaborasi. Tahap berikutnya adalah penyajian data, di
mana data yang telah dikompresi disusun secara sistematis dalam narasi deskriptif
untuk menunjukkan pola interaksi antarnegara dalam pengelolaan Sungai Tigris.
Pada tahap ini, peneliti mulai menghubungkan temuan empiris dengan kerangka
teori yang digunakan, yakni Relative Gains Theory dan konsep kerja sama di bawah
anarki, sehingga terlihat bagaimana faktor politik dan hubungan antarnegara
mempengaruhi tidak adanya lembaga kerja sama formal. Tahap terakhir adalah
penarikan dan verifikasi kesimpulan, yang dilakukan dengan menafsirkan data
sebagai respon terhadap pertanyaan penelitian. Peneliti akan menyimpulkan
bagaimana interaksi politik dan hubungan antarnegara menjadi penghalang dalam
pembentukan kerja sama formal, serta melakukan verifikasi dengan
membandingkan berbagai sumber data untuk memastikan bahwa temuan yang

diperoleh konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan kerja sama formal antara Turki
dan Irak dalam pengelolaan Sungai Tigris tidak terjadi semata-mata karena
persoalan teknis pengelolaan air, tetapi lebih dipengaruhi oleh perbedaan
kepentingan nasional dan ketimpangan kekuasaan antara kedua negara. Sungai
Tigris memiliki posisi yang sangat penting bagi Turki maupun Irak, namun kedua
negara memandang fungsi dan pengelolaan sungai tersebut dengan cara yang
berbeda. Bagi Irak, Sungai Tigris merupakan sumber utama kehidupan yang
berkaitan langsung dengan kebutuhan air domestik, pertanian, ketahanan pangan,
dan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Sementara itu, bagi Turki, Sungai Tigris
dipandang sebagai aset strategis yang dapat mendukung pembangunan nasional,
ketahanan energi, pengembangan pertanian, serta memperkuat posisi geopolitik

negara di kawasan Timur Tengah.

Ketergantungan Irak yang sangat tinggi terhadap aliran Sungai Tigris
menyebabkan negara tersebut berada dalam posisi yang lebih rentan dibanding
Turki. Penurunan debit air akibat pembangunan bendungan di wilayah hulu
memberikan dampak besar terhadap kondisi domestik Irak, mulai dari menurunnya
produktivitas pertanian, meningkatnya kekeringan, degradasi lingkungan, hingga
memburuknya kualitas air di berbagai wilayah negara. Krisis air yang terjadi juga
memperbesar tekanan terhadap pemerintah Irak dalam menjaga stabilitas ekonomi,
kesehatan masyarakat, dan keamanan pangan nasional. Kondisi tersebut membuat
Irak secara konsisten mendorong pembentukan kerja sama pengelolaan air yang
lebih adil dan terstruktur dengan Turki.
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Namun, penelitian ini menemukan bahwa Turki memiliki kecenderungan
mempertahankan pendekatan unilateral dalam pengelolaan Sungai Tigris. Posisi
geografis Turki sebagai negara hulu memberikan keuntungan strategis yang sangat
besar dalam mengontrol aliran sungai sebelum memasuki wilayah Irak.
Keuntungan tersebut dimanfaatkan Turki untuk mendukung proyek pembangunan
domestik seperti Southeastern Anatolia Project (GAP), pembangunan bendungan,
pembangkit listrik tenaga air, serta perluasan sistem irigasi pertanian di wilayah
Anatolia Tenggara. Dalam perspektif Turki, penguasaan Sungai Tigris berkaitan
langsung dengan kepentingan nasional negara sehingga pengelolaan air dipandang
sebagai bagian dari hak kedaulatan negara yang tidak seharusnya diatur melalui

mekanisme internasional yang mengikat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penolakan Turki terhadap
pembentukan water sharing agreement permanen didasarkan pada perhitungan
rasional negara terhadap keuntungan dan kerugian yang dapat muncul dari kerja
sama tersebut. Turki menilai bahwa mempertahankan kontrol penuh terhadap
Sungai Tigris memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding berbagi
kewenangan pengelolaan air dengan negara hilir. Melalui kontrol unilateral, Turki
memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan kebijakan pengelolaan
air sesuai kebutuhan domestik, terutama untuk mendukung ketahanan energi,
pembangunan ekonomi, dan stabilitas wilayah tenggara negara tersebut. Selain itu,
Turki juga memandang bahwa keterikatan dalam perjanjian pembagian air
permanen berpotensi mengurangi posisi strategis negara dalam hubungan regional.
Sungai Tigris tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga
sebagai instrumen geopolitik yang dapat memperkuat posisi tawar Turki terhadap
negara-negara hilir seperti Irak. Oleh karena itu, Turki lebih memilih
mempertahankan kerja sama teknis terbatas dibanding membentuk lembaga kerja

sama formal yang mengikat seperti Mekong River Commission (MRC).

Dalam perspektif relative gains, penelitian ini memperlihatkan bahwa Turki
cenderung khawatir apabila kerja sama permanen justru akan memberikan

keuntungan lebih besar bagi Irak sebagai negara hilir. Kekhawatiran tersebut
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membuat Turki lebih memilih mempertahankan dominasi pengelolaan air
dibanding membangun mekanisme kerja sama yang dapat membatasi kontrol
negara terhadap sumber daya strategis. Dengan kata lain, Turki tidak hanya
mempertimbangkan manfaat kerja sama secara bersama-sama, tetapi juga

memperhatikan distribusi keuntungan yang diperoleh masing-masing negara.

Sementara itu, melalui perspektif hydro-hegemony, penelitian ini
menemukan adanya ketimpangan kekuasaan (power asymmetry) yang cukup besar
antara Turki dan Irak dalam pengelolaan Sungai Tigris. Turki sebagai negara hulu
memiliki kapasitas geografis, ekonomi, dan politik yang lebih kuat sehingga
mampu mendominasi pengelolaan sumber daya air kawasan. Posisi tersebut
menyebabkan Irak memiliki ruang yang lebih terbatas dalam memengaruhi
kebijakan pengelolaan sungai. Ketimpangan kekuasaan inilah yang kemudian
menjadi salah satu faktor utama sulitnya pembentukan kerja sama formal antara

kedua negara.

Selain faktor kepentingan nasional dan ketimpangan kekuasaan, penelitian
ini jJuga menunjukkan bahwa meningkatnya ancaman perubahan iklim dan Kkrisis air
global semakin memperkuat kecenderungan negara untuk memprioritaskan
kepentingan domestiknya masing-masing. Dalam situasi ketidakpastian lingkungan
dan meningkatnya kebutuhan air di masa depan, negara-negara riparian cenderung
mempertahankan kontrol terhadap sumber daya air strategis dibanding
menyerahkan sebagian kewenangan melalui kerja sama internasional. Kondisi
tersebut membuat peluang pembentukan lembaga kerja sama permanen dalam

pengelolaan Sungai Tigris menjadi semakin sulit diwujudkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan kerja
sama formal dalam pengelolaan Sungai Tigris dipengaruhi oleh kombinasi antara
perbedaan kepentingan nasional, kalkulasi rasional negara, dan ketimpangan
kekuasaan antara negara hulu dan hilir. Dalam kondisi tersebut, Turki sebagai
negara yang memiliki posisi lebih dominan cenderung mempertahankan

pendekatan unilateral demi menjaga keuntungan strategis nasionalnya, sedangkan
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Irak terus berupaya mendorong kerja sama untuk menjaga stabilitas pasokan air dan

keamanan nasional negara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya yang lebih realistis dan
bertahap dalam membangun hubungan kerja sama pengelolaan Sungai Tigris antara
Turki dan Irak. Mengingat perbedaan kepentingan nasional yang cukup besar antara
kedua negara, pembentukan lembaga kerja sama formal yang bersifat permanen
kemungkinan masih sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Oleh karena itu,
penyelesaian persoalan pengelolaan Sungai Tigris tidak dapat hanya bergantung
pada pembentukan lembaga bersama, tetapi juga perlu diimbangi dengan upaya
masing-masing negara dalam memperkuat pengelolaan sumber daya air di tingkat

domestik

Selain itu, Irak juga perlu memperkuat kapasitas domestik dalam
pengelolaan sumber daya air. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Sungai
Tigris membuat Irak berada dalam posisi yang rentan ketika terjadi penurunan debit
air dari wilayah hulu. Oleh karena itu, pemerintah Irak perlu meningkatkan efisiensi
penggunaan air, memperbaiki sistem irigasi, mengurangi pemborosan air, serta
mengembangkan teknologi pengelolaan air yang lebih modern agar tekanan

terhadap sumber daya air dapat dikurangi.

Di sisi lain, Turki juga perlu mempertimbangkan dampak regional dari
kebijakan pengelolaan air yang dilakukan secara unilateral. Stabilitas kawasan
Timur Tengah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan, tetapi
juga sangat berkaitan dengan stabilitas sumber daya air. Oleh karena itu,
pengelolaan Sungai Tigris yang lebih kooperatif dapat membantu mengurangi
potensi ketegangan regional dan memperkuat hubungan antarnegara riparian di
masa depan. Penelitian ini juga menyarankan agar organisasi internasional maupun

aktor regional berperan sebagai fasilitator dialog tanpa harus secara langsung
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mencampuri kedaulatan pengelolaan air masing-masing negara. Pendekatan
semacam ini dapat lebih diterima oleh Turki yang selama ini cenderung menolak

internasionalisasi isu Sungai Tigris.

Terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan
pembahasan mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap dinamika politik air di
kawasan Timur Tengah, termasuk bagaimana krisis lingkungan dapat memengaruhi

pola hubungan antarnegara riparian di masa depan.
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